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BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR < TAHUN 2025

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan Daerah

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2024
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7073);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah Dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161});

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);



Menetapkan

=0

. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH,
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2

o o

e

10.

B 5

12.

Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penvelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.

Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat
Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan.

Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan  Daerah yang  memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
dikenai Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, vang mempunyai
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai
sarana dalam  administrasi perpajakan  daerah  yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib
pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban
perpajakan di Daerah.

Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD
adalah Nomor Identitas Objek Pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
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Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda
adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan.

Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD
adalah tempat penyimpanan uang daerah vang ditentukan oleh
Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa,
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnva, termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan vang
selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau Badan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan
pedalaman,

Bangunan adalah konstruksi teknik vang ditanam atau
dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah
permukaan Bumi,

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah
harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli vang
terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual
beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek
lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP
pengganti,

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yvang
selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak
atas tanah dan/atau Bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan /atau Bangunan adalah perbuatan
atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak
atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah,
termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya,
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang
pertanahan dan bangunan,

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT
adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas
konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu vang
dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau
Minuman dengan dipungut bayaran.
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Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau
minuman yvang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik
secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan
oleh Restoran.

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh
suatu pembangkit Tenaga Listrik vang didistribusikan untuk
Jasa Perhotelan adalah jasa penvediaan akomodasi yang dapat
dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan
hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat
parkir di luar Badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan
kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang
disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat
penitipan Kendaraan Bermotor.

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau
penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan,
ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk
dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial
memperkenalkan, menganjurkan, mempromoesikan, atau menarik
perhatian umum terhadap sesuatu.

Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai
dasar pengenaan pajak reklame.

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak
atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atay
batuan di bawah permukaan tanah.

Air Baku merupakan air yang berasal dari air tanah yang telah
diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan,

Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah
nilai perolehan air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air
tanah, besarnya sama dengan volume air vang diambil dikalikan
dengan harga air dasar,

Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air
tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnva
sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
Harga Air Baku selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi
dalam rupiah untuk mendapatkan air baku yang besarmnya
tergantung pada harga yang berlaku di Daerah setempat dibagi
dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam
satuan meter kubik.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari
sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk
dimanfaatkan,

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet,
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Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat
MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang mineral dan batu bara.

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalta, vaitu

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase

tertentu.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB
adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan
bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat
BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan
bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan
sepihak atau kendaraan yang terjadi karena jual beli, tukar-
menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan
usaha.

Tahun Pajak adalah jangka wakiu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku
yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada
Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek
pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat
SPOP adalah surat yang digunakan oleh Subjek Pajak atau Wajib
Pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan
Undang-Undang PBB.

Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya
disingkat LSPOP adalah formulir yang digunakan oleh Subjek
Pajak dan Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci Objek Pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat
SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah
untuk memberitahukan besarnya Pajak terutang kepada Wajib
Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak yang terutang.

Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat
DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan
perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang
terdiri atas biaya komponen utama dan/atau biaya komponen
material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan.
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Rincian Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah
dokumen yang berisi komponen dari masukan atau input dari
kegiatan/sub kegiatan serta besaran dana masing-masing
komponen.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan
jumlah pajak vang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bavar Tambahan vang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak
vang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayvar vang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembavaran Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat
SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah
pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau
Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD
adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat
SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan
besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnva disingkat STTS
adalah surat yang diterima oleh Wajib Pajak setelah
membayarkan pajaknya.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
telah ditunjuk Bupati.

Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan yang selanjutnya disingkat DHKP adalah daftar vang
berisi tentang rekapitulasi data objek dan subjek pajak disertai
dengan besarnya ketetapan pajak bumi dan bangunan sektor
perdesaan dan perkotaan,

BAB Il
PENGATURAN UMUM PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak
Pasal 2
Jenis Pajak yvang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri
atas;
a. PBB-P2,
b. Pajak Reklame;



€.
d.
e.

PAT;
Opsen PKB; dan
Opsen BBNKB.

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh
Wajib Pajak terdiri atas:

a.
b.

(1)

(2]

(3)

(4)

(S)

BPHTB;

PBJT terdiri atas;

1. Makanan dan/atau Minuman;
2. Tenaga Listrik;

3. Jasa Perhotelan;

4. Jasa Parkir; dan

5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
Pajak MBLB; dan

Pajak Sarang Burung Walet.

~ Bagian Kedua
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 4

Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau
Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu
jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa
Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
perpajakan Daerah.

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang
untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan
sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk
menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak vang dipungut
berdasarkan penetapan Bupati.

Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang
untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan
sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada avat (2),
ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau
Jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila
Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan
tahun kalender.

Tahun Pajak terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan
tanggal 31 Desember.,
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__BABM
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan
Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 5

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penetapan Bupati sebagaimana dalam Pasal 2 wajib
mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupad
melalui Kepala Bapenda dengan menggunakan:

a. SPOP dan LSPOP untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penetapan Bupati melalui Kepala Bapenda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a;

b. formulir pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang
dipungut berdasarkan penetapan Bupati melalui Kepala
Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
dan huruf c; dan

c. formulir pendaftaran atas Pajak yang dipungut berdasarkan
penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf d dan huruf e disesuaikan dengan format yang
diterbitkan melalui UPTB/kantor bersama samsat.

(2] Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 wajib mendaftarkan diri dan/atau objek
Pajaknya kepada Bupati melalui Kepala Bapenda untuk
mendapatkan NPWPD, surat keterangan terdaftar, surat
keputusan Kepala Bapenda tentang pengukuhan sebagai Wajib
Pajak.

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat (2),
kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan
oleh Kepala Bapenda.

(4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Kepala Bapenda dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD,
atau jenis penomoran lain vang dipersamakan untuk jenis Pajak
yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.

(5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3] untuk orang
pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.

(6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada avat (3] untuk
Badan/Perusahaan dihubungkan dengan nomor induk
berusaha.

(7) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati melalui Kepala Bapenda
secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang
diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

(8) Bentuk NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 6

Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh Wajib Pajak dengan cara:

a. mengambil sendiri ke Bapenda;

b. formulir diperoleh melalui online; dan

c. dikirim oleh petugas Bapenda vang ditunjuk.

Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
diisi dan ditulis dengan benar dengan menggunakan bahasa
indonesia, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib
Pajak dan melampirkan:

fotokopi kartu tanda penduduk;

fotokopi NPWPD bagi yang memiliki;

surat izin usaha dari instansi yang berwenang apabila ada;
fotokopi dokumen badan usaha/perusahaan:

surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran
dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima
kuasa;

f. khusus untuk PBB-P2 melampirkan:

1. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan
tanah (sertifikat/akta jual beli/dokumen lain yang
sejenis);

2. fotokopi persetujuan bangunan gedung bagi yang memiliki
bangunan; dan

3. surat pengantar dari kepala desa/lurah yang diketahui
dan ditandatangani oleh camat setempat.

g- khusus untuk Pajak Reklame melampirkan;

1. surat izin penyelenggaraan Reklame;

2. gambar atau isi ringkas Reklame, ukuran dan denah
lokasi pemasangan; dan

3. fotokopi akte pendirian badan usaha/perusahaan dan
surat izin lain yang terkait dengan bidang usaha Reklame
dari instansi berwenang.

h. khusus untuk PAT melampirkan dokumen pendukung:

1. fotokopi nomor izin berusaha: dan

2. ringkasan mengenai jenis sumber air, tujuan pengambilan
dan/atau pemanfaatan air serta volume air yang diambil
dan/atau dimanfaatkan.

i.  khusus untuk pendaftaran BPHTB melampirkan:

1. fotokopi alas hak berupa sertifikat dan /atau dokumen
yang dipersamakan:

2. SPPT PBB-P2 asli tahun berjalan; dan

3. foto objek Pajak.

Formulir Pendaftaran Pajak sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dan ayat (2) vang sudah lengkap harus dikembalikan paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum pengambilan, pemanfaatan,
dan/atau penyelenggaraan objek Pajak.

Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan sudah lengkap
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada
Bapenda melalui petugas yang ditunjuk maupun secara online.

LA S LR
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Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada avat (2)
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Pendataan

Pasal 7

Kepala Bapenda melalui petugas pendataan melakukan
pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoieh,
melengkapi dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau
Wajib Pajak termasuk informasi geografis objek Pajak untuk

keperluan administrasi perpajakan Daerah.

Pendataan dilakukan terhadap:

a. untuk PBB-P2 meliputi seluruh Bumi dan/atau bangunan;

b. untuk Pajak Reklame meliputi jenis Reklame, bahan yang
digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka
waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame;

c. untuk PAT meliputi jenis sumber air, tujuan pengambilan air
dan velume air yang diambil dan/atau yang dimanfaatkan;

d. untuk BPHTB meliputi nilai perolehan objek Pajak Bumi dan
Bangunan;

e. untuk PBJT berupa:

1. Makanan dan Minuman meliputi penjualan dan/atau
penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

2. Tenaga Listrik meliputi penggunaan Tenaga Listrik oleh
pengguna akhir;

3. Jasa Perhotelan meliputi jasa penvediaan akomodasi dan
fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat atau
pertemuan pada penvedia Jasa Perhotelan;

4. Jasa Parkir meliputi Penyediaan atau penyelenggaraan
tempat parkir dan/atau pelayanan memarkirkan
kendaraan [parkir valet); dan

2. Jasa Kesenian dan Hiburan meliputi penyelenggaraan
kesenian dan hiburan di Daerah.

f. untuk Pajak MBLB meliputi kegiatan pengambilan MBLB;
dan

8 untuk Pajak Sarang Burung Walet meliputi kegiatan
pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Jenis pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pendataan kantor; dan

b. pendataan lapangan.

Pendataan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
dilakukan dengan cara mengolah data dan informasi vang
terdapat dalam data base dan/atau sistem informasi perpajakan
Daerah,

Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b dilakukan dengan cara melakukan peninjauan pada
lokasi fisik objek Pajak dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik
objek Pajak, atas data objek Pajak yang seharusnya dilaporkan
oleh Wajib Pajak.
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[(6) Petugas pendataan harus memiliki surat tugas vang diterbitkan
oleh Kepala Bapenda.

(7) Hasil pendataan oleh petugas dimuat dalam formulir pendataan
vang ditandatangani oleh petugas pendataan dan Wajib pajak
yvang didata.

(8) Bentuk formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada avat (4)

tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8 .

(1} Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif
dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),
Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau
penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis
penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas
dasar permohonan Wajib Pajak

(2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor
registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lamnya yang
dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda harus menerbitkan
keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga)] bulan sejak tanggal
permohonan diterima secara lengkap.

(3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan,
permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

(4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi,
NOPD, dan/atau jenis permohonan lain yang dipersamakan
secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang
Wajib Pajak:

a. tidak memiliki tunggakan pajak; dan
b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan,
banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Kedua
Penilaian PBB-P2

Pasal 9

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 yakni NJOP,

(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Bupati.

(3] NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan proses penilainan PBB-P2,

(4) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat
ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan
wilayahnya.

(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan
harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli vang
terjadi secara wajar.
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(6) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan
metode:

a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
b. nilai perolehan baru; atau
c. nilai jual pengganti.

(7) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(8) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu
objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak
sebagaimana dimaksud pada avat (3) hanva diberikan atas salah
satu objek PBB-P2 untuk setiap tahun Pajak.

(9) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan
paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100%
(seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena
Pajak sebagaimana dimaksud pada avat (7).

(10) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) atas kelompock objek PBB-P2 dilakukan dengan
mempertimbangkan:

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
¢. klasterisasi NJOP dalam satu wilavah Daerah.

(11) NJOP hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibedakan menjadi:
a. NJOP Bumi;

b. NJOP Bangunan objek Pajak umum; dan/atau
¢. NJOP Bangunan objek Pajak khusus.

Pasal 10

(1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (11}
huruf a merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek
Pajak yang dikenakan dengan NJOP Bumi per meter persegi.

(2] NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan hasil konversi nilai indikasi rata-rata per
meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.

(3) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
melalui penilaian massal atau penilaian individual.

(4] Klasifikagi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 11

(1) NJOP Bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas
Bangunan dengan NJOP Bangunan per meter persegi.

(2) NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] merupakan hasil konversi nilai Bangunan per meter
persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bangunan.

(3) NJOP Bangunan objek Pajak umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (11) huruf b dihitung baik melalui penilaian
massal maupun penilaian individual.
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(4) NJOP Bangunan objek Pajak khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (11) huruf ¢ dihitung melalui penilaian
individual,

(5) Penilaian Individual untuk Bangunan objek Pajak umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal
penilaian massal tidak memadai untuk memperoleh NJOP secara
akurat.

(6) Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(7) Dalam hal nilai jual bangunan untuk objek Pajak lebih besar dari
nilai jual tertinggi NJOP Bagunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6}, nilai jual bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP
Bangunan,

BAB 1V
PENETAPAN BESARAN PAJAK TERUTANG

Pasal 12

(1) Bupati atau Kepala Bapenda menetapkan Pajak terutang
berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dengan menggunakan
SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Bupati atau Kepala Bapenda menetapkan PBB-P2 terutang
berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf a dengan menggunakan SPPT.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Bupati atau
Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain
yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan
berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain
ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah
Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak
yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Bupati atau Kepala Bapenda dapat menetapkan Pajak
terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(5) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan paling lama 5 (lima)
tahun sejak terutangnya Pajak.

(6) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tanpa dikenakan sanksi administratif kecuali pajak kendaraan
bermotor.

Pasal 13

Bupati atau Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD PBB-P2
dalam hal:
a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib

Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Bapenda sebagaimana
ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
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b. Hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2
yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung
berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

BABV
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Pasal 14

(1) Wajib Pajak melakukan Pembayaran dan penyetoran Pajak vang
terutang dengan menggunakan SSPD.

(2) Pembayaran dan penyetoran Pajak terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan secara non tunai
dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik ke
RKUD.

(3] Pembayaran pajak vang dilakukan secara non tunai ke RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan bukti
transaksi dan/atau struk.

(4) Pembayaran Pajak dapat dilakukan melalui sistern pembayaran
berbasis elektronik melalui kanal pembayaran berupa quick
response code indonesian standard, electronic data capture,
mobile banking, e-commerces, virtual account, dan anjungan tunai
mandiri.

(5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum
tersedia, pembayaran Pajak dapat dilakukan melalui
pembayaran tunai pada Bank Sulselbar atau bank persepsi vang
ditunjuk Bupati.

(6] Untuk pembayaran Pajak berdasarkan self assassement diatur:
a. Pembayaran Pajak dilakukan berdasarkan SPTPD, SKPD,

SKPDKB, dan SKPDKBT;
b. SPTPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dilampiri
dokumen:
l. bukti transaksi penjualan untuk Pajak Sarang Burung
Walet;
2. rencana anggaran biaya untuk Pajak MBLB dari pihak
ketiga;
3. bukti harga transaksi untuk Pajak BPHTB:
4. struk/bill dan/atau nota pembayaran untuk Pajak
Restoran dan Pajak Hotel:
5. data dan/atau bukti penerimaan jasa parkir untuk Pajak
Parkir; dan
6. karcis dan/atau laporan penerimaan Jasa Kesenian dan
Hiburan untuk Pajak Kesenian dan Hiburan,
¢. untuk pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran dari PD,
dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran PD yang
bersangkutan ke RKUD; dan
d. Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢,
bendahara pengeluaran wajib mengisi SPTPD yang dilampiri
bukti pembayaran.

(7) Untuk pembayaran Pajak berdasarkan official assassment

dilakukan berdasarkan SKPD dan SPPT,
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(8) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran Pajak temtama
untuk jenis Pajak vang dipungut berdasarkan penetapan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lama:

a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD; dan
b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.

(9) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran
Pajak terutang untuk jenis Pajak vang dipungut berdasarkan
penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja setelah berakhirmya masa Pajak.

Pasal 15

(1) Jatuh tempo pembayaran pajak ditetapkan selama 1 (satu) bulan
setelah saat terutangnya pajak, kecuali PBB-P2,

(2) Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib
Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenan,

(3) Dalam hal PBB-P2 yang ditetapkan melalui SKPD, jatuh tempo
pembayaran ditetapkan selama 1 (satu) bulan.

(4) Jatuh tempo pembayaran sebagaimana pada ayat (1) terhitung
sejak tanggal penerbitan SKPD.

(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat
pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8)
dan ayat (9) dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 1% (satu persen] per bulan dari Pajak terutang yang
tidak atau kurang dibayar untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 16

(1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannva
wajib:

@, meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak,
sebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah
dan/atau bangunan; dan

b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli
dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati
melalui Kepala Bapenda paling lambat pada tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya,

(2) Dalam hal Pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan
sanksi administratif berupa:

@. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk
setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a; dan/atau

b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk
setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak,
sebelum menandatangani risalah lelang; dan
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b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati melalui Kepala
Bapenda paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya.

Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat (3)

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Pasal 17

Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan
pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas
tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran
BPHTB.

Kepala kantor bidang pertanahan vang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan vang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan
merupakan objek BPHTB, Bupati melalui Kepala Bapenda dapat
menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

BAB VI
PEMBUKUAN PAJAK

Pasal 18

Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan

secara elektronik dan/atau non-elektronik dengan ketentuan:

a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran
usaha minimal Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan
ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan
pembukuan; dan

b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran
usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan
ratus  juta rupiah) per tahun dapat memilih
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan
memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau
kegiatan usaha yang sebenamya.

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait pembukuan.

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling
sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan
beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk
menghitung besaran Pajak yang terutang,

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan
atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari
pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program
aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan

atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat
kedudukan Wajib Pajak Badan.
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BAB VII
PELAPORAN PAJAK

Bagian Kesatu
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD
Pasal 19

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh
jenis Pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

(3) S8PTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat
peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak
dalam satu masa Pajak.

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperoleh Wajib
Pajak dengan cara:

a. mengambil sendiri ke Bapenda;
b. formulir diperoleh melalui secara elektronik; dan/atau
¢. dikirim oleh petugas Bapenda vang ditunjuk.

(5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1] disampaikan
kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan cara:

a. mengantar langsung SPTPD yang telah diisi;

b. menghubungi petugas yang telah ditunjuk untuk menjemput
SPTPD; dan

c. mengirim SPTPD secara digital dan atau elektronik melalui
media yang telah disiapkan oleh Bapenda.

(6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
kepada Bupati melalui Kepala Bapenda setelah berakhirnya
masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan
Pajak.

(7} Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.

(8) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dianggap
telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

(9) Bentuk SPTPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

(1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
dilakukan setiap masa Pajak.

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau
disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTFPD.

(3) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya
masa Pajak.
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(4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikecualikan untuk BPHTB.

Pasal 21

(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan
SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat
dikenakan sanksi administratif berupa denda.

(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk
setiap SPTPD.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan
kahar (force majeure).

Pasal 22

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD
yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan
tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.

(2) Dalamm hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus
disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa
penetapan,

(3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri
dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibavar
dan sanksi administratif berupa bunga.

(4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif
berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah
Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan,

(5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak
dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak
yang kurang dibayar.

Bagian Kedua
Penelitian SPTPD

Pasal 23

a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran
dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD:; dan

¢. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atay administrasi
lainnya.
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Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang
tidak atau kurang dibayar, Kepala Bapenda menerbitkan STPD.
STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan
jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi
administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan
dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat
terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun
Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 ({satu) bulan.

Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud
pada avyat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak
sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Bapenda dapat melakukan
Pemeriksaan,

BAB VIl
PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

Kepala Bapenda berwenang melakukan pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Pajak.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam hal:

a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi
kelebihan pembayaran Pajak;

b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang
menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang
dibayar; atau

¢, Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan
berdasarkan analisis risiko.

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada

avat (1) dilakukan minimal untuk:

a. pemberian NPWPD secara jabatan;

b. penghapusan NFWPD;

c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;

d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau

e. pemeriksaan dalam rangka penagihan Pajak.

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan

materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

Untuk keperluan pemeriksaan petugas yang ditunjuk dilengkapi

dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah

pemeriksaan.
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(6) Mekanisme dan tata cara pemeriksaan Pajak diatur dalam hal:

a. pemeriksaan Pajak diawali dengan penyampaian surat
pemberitahuan pemeriksaan lapangan atau pengiriman surat
panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor;

b. apabila kondisi tidak memungkinkan, pemeriksaan Pajak
bisa dilaksanakan secara online atau daring;

¢. hasil pemeriksaan harus diberitahukan dan disampaikan
kepada Wajib Pajak melalui penvampaian surat
pemberitahuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan
dasar hukum atas temuan tersebut dan melampirkan daftar
temuan hasil pemeriksaan; dan

d. pemeriksaan Pajak untuk pengujian kepatuhan Wajib Pajak
diakhiri dengan menerbitkan laporan hasil pemeriksaan
berisikan usulan diterima atau ditolaknya permohonan Wajib
Pajak.

Pasal 25

(1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain vang
berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna
kelancaran pemeriksaan; dan/atau

¢. memberikan keterangan yang diperlukan.

(2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:

a. meminta identitas dan bukti penugasan pemeriksaan kepada
pemeriksa;

b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan
tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; dan

c. menerima dokumen hasil pemeriksaan serta memberikan
langgapan atau penjelasan atas hasil pemeriksaan.

{3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan
seécara jabatan.

Bagian Kedua
SKPD dan STPD

Paragraf 1
SKPD

Pasal 26

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak
terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang
dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
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SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam
hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
a. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
atau
b. penghitungan secara jabatan karena:
1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka
waktu vyang tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun
tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana
ditentukan dalam surat teguran; atau
2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau Pasal 25 ayat (1).
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula
belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak vang
terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka
penerbitan SKPDKBT.

SKPDN sebagaimana dimaksud pada avat (1) diterbitkan dalam
hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah
kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
Pajak.

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 terdapat kelebihan pembayaran Pajak,
Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.

Pasal 27

Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu
koma delapan persen] per bulan dari Pajak yang kurang atau
terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnva Pajak atau
berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak
sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen)
per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar,
dihitung sejak saat terutangnva Pajak atau berakhirnya masa
Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan
diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh
1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya pajak ditambahkan
dengan sanksi administratif berupa:
a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak
vang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 huruf b; atau
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b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok
Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang
dimaksud pada huruf a.

(3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat [3) dikenakan
sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari
jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.

(4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2}, dan
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterbitkan.

Paragraf 2
SPTPD

Pasal 28

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima] tahun sejak
terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.

(2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang
dipungut berdasarkan penetapan Bupati dalam hal:

a. pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau
kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;

b, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan,
dan putusan banding vang tidak atau kurang dibayar setelah
jatuh tempo pembayaran; atau

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

(3) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang
dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak
dalam hal:

a. Pajak terutang tidak atau kurang bayar;

b. hasil penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 24
terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis,
salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib
Pajak;

c. SKPFDKB, SKPDKBT, surat keputusan pembetulan, surat
keputusan keberatan, dan putusan banding vang tidak atau
kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga
dan /atau denda.

(4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok
Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi
administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan
dihitung dari Pajak vang kurang dibayar, dihitung dari tanggal
jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran,
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan.
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Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf ¢, dikenai sanksi administratif
berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan
dari Pajak vang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal
jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran,
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan.

BAB IX
PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pasal 29

Utang Pajak sebagaimana tfercantum dalam SFPT, SKPD,
SKPDKB, S8KPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat
keputusan keberatan, dan putusan banding merupakan dasar
penagihan pajak.

Atas dasar penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada avat (1)
vang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat
dilakukan imbauan.

Dalam hal dasar penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ndak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau
pelunasan, dapat dilakukan penagihan Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
perpajakan.

Bentuk SKPDKB, SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada avat (1)
tercantum dalam Lampiran |l yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Dalam rangka melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29 ayat (3) Bupati melalui Kepala Bapenda

menunjuk Pejabat untuk melaksanakan penagihan.

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berwenang:

a. mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak/petugas
penagihan; dan

b. menerbitkan:

surat teguran;

surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;

surat paksa;

surat perintah melaksanakan penyitaan;

surat perintah penyanderaan;

surat pencabutan sita;

pengumuman lelang;

surat penentuan harga limit;

pembatalan lelang; dan

surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan

Pajak.
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(3) Jurusita Pajak/petugas penagihan melaksanakan penagihan
Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Tata cara penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 avat (3), diatur dengan ketentuan:
a. Kepala Bapenda terlebih dahulu menerbitkan surat teguran.
b. surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
1, nama Wajib Pajak;
2. besar Utang Pajak;
3. perintah untuk membavar; dan
4. batas waktu pelunasan utang Pajak oleh penanggung
Pajak.

(2) SBurat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencantumkan batas wakiu pelunasan utang Pajak oleh
Penanggung Pajak.

(3) Dalam hal batas waktu terlampaui dan Wajib Pajak belum
melunasi utang Pajak terhadap penanggung Pajak di terbitkan
surat paksa.

(4) Khusus untuk penanggung Pajak yvang telah disetujui untuk
mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas utang Pajak
yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan
surat teguran.

(5) Dalam hal kewajiban pembayaran utang Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh
tempo, diterbitkan surat paksa tanpa didahului surat teguran.

(6) Surat paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 avat (2)
huruf b angka 3, memuat:

a. nama Wajib Pajak;

b. besar utang Pajak;

€. perintah untuk membayar; dan

d. Surat paksa berkepala kata-kata DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyai
kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama
dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap.

(7) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan
atau disampaikan oleh jurusita Pajak dan/atau petugas
penagihan kepada penanggung Pajak,

(8) Dalam hal penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajaknya
setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat)
jam sejak surat paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan
terhadap objek Pajak tersebut.

(9) Dalam hal utang Pajak dan/atau biaya penagihan Pajak tidak
dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat
perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (B) pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara
lelang melalui kantor lelang terhadap barang yvang disita.
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Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah lewat
jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman
lelang.

Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (10),
dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat
belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.

Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar
biaya penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar utang Pajak
vang belum dibayar.

Pasal 32

Jurusita Pajak dan/atau petugas penagihan melaksanakan
penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah
penagihan seketika dan sekaligus apabila;

af

b.

(1)

(2)

(3)

penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-
lamanya atau berniat untuk itu;

penanggung Pajak memindahtangankan barang yvang dimiliki
atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau
mengecilkan  kegiatan usahanya atau pekerjaan yang
dilakukannya di Indonesia;

terdapat tanda bahwa penanggung Pajak akan membubarkan
Badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan
usahanya, atau memindahtangankan perusahaan vang dimiliki
atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau

terjadi penyitaan atas barang penanggung Pajak oleh pihak ketiga
atau terdapat tanda kepailitan.

Pasal 33
Dalam rangkaian proses pelaksanaan penagihan, terhadap
penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik
melunasi utang Pajak dan memiliki utang Pajak dengan besaran
minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau
penyanderaan.
Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap penanggung Pajak
tidak mengakibatkan hapusnya utang Pajak atau terhentinya
pelaksanaan penagihan Pajak.
Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kedaluwarsa Penagihan dan Penghapusan Piutang Pajak

Paragraf |
Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 34
Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa
setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Pajak kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana
di bidang perpajakan Daerah dengan ketentuan:

a. PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya  kepemilikan,
penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan Bangunan;
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b. Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya

penyelenggaraan Reklame; : |
¢. PAT ditetapkan saat terjadinya pengambilan dan/atau

pemanfaatan Air Tanah;

d. BPHTB Pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau

Bangunan dengan ketentuan: ol o

1. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian
pengikatan jual beli untuk jual beli dan apabila dalam hal
jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan
perjanjian pengikatan jual beli, saat terutang BPHTB
adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli;

2. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk
tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam
perseroan atau Badan hukum lainnva, pemisahan hak
yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha,
peleburan usaha, pemekaran usaha dan/atau hadiah:

3. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh
penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor
bidang pertanahan untuk waris;

4. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyvai
kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

5. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian
hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai
kelanjutan dari pelepasan hak;

6. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian
hak untuk pemberian hak baru diluar pelepasan hak; dan

7. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

e. PBJT ditetapkan pada saat pembayaran/penverahan atas

Makanan dan/atau Minuman, konsumsi/pembayaran atas

Tenaga  Listrik, pembayaran/penyerahan atas Jasa

Perhotelan, pembayaran/ penverahan atas Jasa penyediaan

tempat parkir, dan pembayaran/penyerahan atas Jasa

Kesenian dan Hiburan;

f. Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan

MBLB di mulut tambang; dan

g Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinva
pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

(2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak vang dipungut
berdasarkan penetapan Bupati melalui Kepala Bapenda berbeda
dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), jangka waktu 5
(lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
saat penetapan SKPD atau SPPT.

(3) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2):

a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung
maupun tidak langsung,
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(4) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa
sebagaimana dimaksud pada ayvat (3) huruf a, kedaluwarsa
Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran
dan/atau surat paksa. +

(5) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dirlfmksud
pada ayat (3) huruf b merupakan pengakuan tertulis dan
komitmen Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang Pajak dan akan melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.

(6) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

[7) Dalam hal terdapat pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada avat (3) huruf b, kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB V11
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

(1) Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan pengelolaan piutang
Pajak untuk menentukan prioritas penagihan Pajak.

(2) Kepala Bapenda memerintahkan Jurusita Pajak/Petugas
penagihan untuk melakukan penagihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (3).

(3) Piutang Pajak vang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada avat (2)
ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a. pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa
Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
dan

b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.

(6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a
dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak
Pasal 36

(1) Bupati dapat menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang
Pajak Daerah atas usul Kepala Bapenda.
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Piutang Pajak yang dapat dihapuskan untuk Wajib Pajak Orang

Pribadi adalah piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi

karena:

a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta
warisan atau kekavaan;

b. Wajib Pajak dan/atau objek Pajak tidak dapat ditemukan;

hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kedaluwarsa;

d. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan
dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai
dengan  ketentuan  perundang-undangan di bidang
perpajakan; atau

e. hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat
dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan
adanva perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan
pertimbangan yvang ditetapkan oleh Bupati.

Piutang Pajak vang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2] untuk Wajib Pajak Badan merupakan piutang Pajak

vang tidak dapat ditagih lagi karena:

a. Wajib Pajak bubar/tutup, likuidasi, pailit dan/atau tidak
dapat ditemukan;

b, hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kedaluwarsa;

c. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan
dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai
dengan  ketentuan  perundang-undangan di  bidang
perpajakan; atau

d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat
dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan
adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan
pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak yang
tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (2} dan ayat (3), Kepala Bapenda melalui bidang terkait wajib
melakukan Penelitian Kantor, dan/atau Penelitian Lapangan
yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada avat (1)
harus menguraikan keadaan Wajib Pajak, objek Pajak dan/atau
piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk
menentukan besarnya piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi
dan diusulkan untuk dihapuskan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 38

Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (2), Kepala Bapenda melalui bidang terkait
menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak.

Daftar usul penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. Nomor Objek Pajak dan/atau NPPD;

b. nama dan alamat Wajib Pajak;

L
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alamat objek Pajak;
jumlah piutang;
tahun Pajak;
alasan penghapusan piutang; dan
g. dokumen pendukung lainnya.
Daftar usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 39
Berdasarkan usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 avat (3), Bupati menerbitkan
Keputusan tentang Penghapusan piutang Pajak.
Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan piutang
Pajak sebagaimana dimaksud pada avat (1) Kepala Bapenda
melakukan penetapan mengenal rincian atas besarnya
penghapusan piutang Pajak.

ma oo

BAB IX
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan Pajak

Pasal 40

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau
Kepala Bapenda terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak
ketiga.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah
Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut,
berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan
yang jelas.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus
diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN
dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika
Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan kahar,

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
bencana alam;

kebakaran;

kerusuhan massal atau huru-hara;

wabah penvakit;

kecelakaan atau musibah yang tidak dapat dihindari;
dan/atau

f. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar
Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB,
SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

L
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(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan avat (5) tidak
dianggap sebagai surat keberatan.

(7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat
atau melalui media lainnva, atau tanda penerimaan surat
keberatan yang diberikan Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak,
menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

(8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu
pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat
pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan
sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.

(9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
tidak termasuk sebagai utang Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (1).

(10} Bentuk SKPDLB dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

(1) Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (1).

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan pemeriksaan.

(3) Keputusan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada avat (1)
ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (7).

(4) Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:

a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan
hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut
Wajib Pajak;

b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan
hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang
menurut Wajib Pajak;

¢. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat
keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib
Pajak; atau

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal
Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari
Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ ketetapan yang
diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan,
keberatan vang diajukan tersebut dianggap diterima.
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Pasal 42

(1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan acbagmn gtau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen)
per bulan dihitung dari Pajak vang lebih dibayar untuki janglwf
waktu paling lama 24 (dua puluh empat] bulan serta bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat
keputusan keberatan.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda
sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan
keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak vang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 43

Mekanisme dan tata cara pengajuan keberatan Pajak diatur dengan

ketentuan:

a. Dalam proses penyelesaian keberatan, Kepala Bapenda melalui
bidang penagihan dan pengendalian pendapatan berwenang
untuk:

1. meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk
hardcopy dan/atau softcopy kepada Wajib Pajak terkait
dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian
surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan
informasi;

2. meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait
dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian
surat permintaan keterangan;

3. meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang
disengketakan kepada pihak ketiga yang mempunyvai
hubungan dengan Wajib Pajak;

4. meninjau tempat Wajib Pajak, termasuk tempat lain yang
diperlukan;

5. melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal vang
diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak  melalui
penyampaian surat panggilan; dan

6. melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka
keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang
objektif yang dapat dijadikan dasar dalam
mempertimbangkan keputusan keberatan.

b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas suatu
pemotongan atau Pemungutan Pajak, Wajib Pajak harus
menyerahkan asli bukti pemotongan atau Pemungutan Pajak.

¢. Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan/atau permintaan sebagaimana
dimaksud pada huruf b paling lama 15 (lima belas) hari kerja
setelah tanggal surat permintsan peminjaman dan/atau surat
permintaan keterangan dikirim.
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Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada huruf ¢ berakhir, Wajib Pajak tidak meminjamkan sebagian
atau seluruh buku, catatan, data dan informasi dan/atau tidak
memberikan keterangan yang diminta, Kepala Bapenda melalui
bidang terkait menyampaikan:

1. surat permintaan peminjaman yang kedua; dan/atau

2. surat permintaan keterangan yang kedua.

Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau permintaan
vang kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d paling lama 10
(sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat peminjaman dan/atau
permintaan yang kedua dikirim.

Dalam hal masih diperlukan, Kepala Bapenda melalui bidang
terkait dapat meminjam buku, catatan, data, dan informasi
dan/atau meminta keterangan tambahan, dan Wajib Pajak harus
meminjamkan buku, catatan, data, dan informasi dan/atau
memberikan keterangan vang diminta dalam jangka waktu
sebagaimana disebutkan dalam:

1. surat permintaan peminjaman tambahan; dan/atau

2. surat permintaan keterangan tambahan.

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau
seluruhnya permintaan peminjaman dan/atau permintaan
keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf ¢, huruf e atau
huruf f, dan/atau tidak menyerahkan asli bukti pemotongan atau
Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b,
keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau vang
diterima dan dibuat berita acara.

Wajib Pajak dapat menyvampaikan alasan tambahan atau
penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/atau memperjelas
Surat Keberatan vang telah disampaikan baik atas kehendak
Wajib Pajak yang bersangkutan maupun dalam rangka
memenuhi permintaan Kepala Bapenda melalui bidang terkait
sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, sebelum Kepala
Bapenda melalui bidang terkait menvampaikan surat
pemberitahuan untuk hadir.

Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5
dikirimkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal
pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan.
Pembahasan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a
angka 5 dituangkan dalam berita acara pembahasan dan
klarifikasi sengketa perpajakan.

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada
huruf a angka 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Pemeriksaan.

Pasal 44

Sebelum menerbitkan surat keputusan keberatan, Kepala
Bapenda melalui bidang terkait meminta Wajib Pajak untuk
hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan
mengenai keberatan Wajib Pajak melalui penyampaian surat
pemberitahuan untuk hadir yang dilampin dengan:

a. pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan; dan
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b. formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan. |

Pemberian keterangan dari Wajib Pajak atau pemberian

penjelasan oleh Kepala Bapenda melalui bidang terk:fiit

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita

acara.

Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan hak untuk hadir

sebagaimana dimaksud pada avat (1):

a. dibuat berita acara ketidakhadiran; dan

b. proses keberatan tetap diselesaikan tanpa menunggu
kehadiran Wajib Pajak,

Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak bersifat final dan bukan

merupakan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib

Pajak.

Surat keputusan keberatan disampaikan kepada Wajib Pajak:

a. secara langsung dengan bukti tanda terima;

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat:

c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan
bukti pengiriman surat; atau

d. dengan cara lain.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 45
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan
vang ditetapkan oleh Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak
keputusan diterima dengan dilampiri salinan surat keputusan
keberatan.
Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada avat (1)
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan
disertai alasan yang jelas,
Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1
(satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Pasal 46

Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen)
per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung

sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya putusan
banding.
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(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) tidak dikenakan.

(4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda
sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan
putusan banding dikurangi dengan Pajak vang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.

BAB X
GUGATAN PAJAK

Pasal 47

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a. pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanaan
penyitaan, atau pengumuman lelang;

b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan Pajak;

¢. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan
perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 40 ayat (1) dan
Pasal 41;

d. penerbitan surat ketetapan Pajak atau surat keputusan
keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan
prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan
paraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke Badan
peradilan Pajak; dan

€. pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN

ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK
DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu
Insentif Fiskal Pajak bagi Pelaku Usaha

Pasal 48

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati
dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau
penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dapat
diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara

Jjabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:

a. kemampuan membayar Wajib Pajak;

b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena
bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang
terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang
dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang
bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

€. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan
ultra mikro; dan
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d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam
mencapai program prioritas Daerah meliputi:
1. kebijakan Pemerintah Daerash dalam optimalisasi
penerimaan pendapatan asli Daerah;
2. kebijakan Pemerintah dalam program percepatan dan
perluasan digitalisasi Daerah; dan
3. kebijakan Pemerintah lainnya.
e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam
mencapai program prioritas nasional.

Pasal 49

Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48

ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan

Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a dan huruf b,

dilakukan dengan memperhatikan faktor:

a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak
selama 2 (dua) tahun terakhir;

b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;

c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak
terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah
yang bersangkutan; dan/atau

d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.

emberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro

dan ultra mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3)

huruf ¢, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra

mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha
mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan

prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan
jangka menengah Daerah dan/atau dokumen perencanaan
lainnya.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf e dilakukan dalam

rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 50

Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan
kepada DPRD.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan
kemampuan keuangan Daerah,

Pasal 51

Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak,
apabila diperlukan Kepala Bapenda dapat melakukan
Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (1).



(2)
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Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang
mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima
insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayvat (3) dan Pasal 49
avat (2),

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 52

Bupati melalui Kepala Bapenda dapat memberikan keringanan,
pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas
pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi
Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
minimal berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat
likuiditas Wajib Pajak.
Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
minimal dapat berupa lahan pertanian yang sangat terbatas,
tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan
tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan
objek Pajak vang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-
hara, kerusuhan dan/atau pertimbangan lain.

Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan

penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinva

diatur:

a. Wajib Pajak atau penanggung Pajak dapat mengajukan
permohonan pemberian keringanan, pengurangan,
pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak,
pokok retribusi, dan/atau sanksinya kepada Kepala Bapenda;

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus
diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa
Indonesia dengan sekurang-kurangnya memuat nama dan
alamat Wajib Pajak, jenis Pajak, dan besaran keringanan,
pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas
pokok Pajak, dan/atau sanksinva, alasan permohomonan,
serta melampirkan:

1. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau identitas
lainnya;

2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak jika ada;

3. STFI);SFPT!SKPD;BP’I‘FDISKPDRB{SKPDT;SKPDN;
SKPDLB/SKRDLB, dan/atau dokumen lain yvang
dipersamakan; dan

4. dokumen lain yang diperlukan.

€. aas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a
Kepala Bapenda dan/atau Kepala PD teknis melakukan
penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapannya
sebagaimana dimaksud pada huruf b:



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.

d. penelitian dapat dilakukan melalui penelitian setempat,
penelitian kantor, penelitian administrasi dan/atau penelitian
lapangan melalui bidang terkait vang hasilnya dituangkan
dalam laporan hasil penelitian;

e. atas pertimbangan dan rekomendasi berdasarkan hasil
Penelitian maka Kepala Bapenda menyampaikan jawaban dan
menetapkan besaran pemberian keringanan, pengurangan,
pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak,
dan/atau sanksinya; dan

f. atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf e,
Kepala Bapenda dapat memberikan keringanan,
pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas
pokok Pajak, dan/atau sanksinya dan mengeluarkan
keputusan tentang pemberian keringanan, pengurangan,
pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak,
dan/atau sanksinva.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah
Pasal 53

Bupati melalui Kepala Bapenda dapat memberikan kemudahan

perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:

a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak; dan/atau

b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran
Pajak terutang atau utang Pajak.

Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada

Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib

Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

Perpanjangan batas waktu pembavaran atau pelaporan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan

Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib

Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak

terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan

likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak
tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada
waktunva.

Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak

terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dapat diberikan Bupati melalui Kepala Bapenda berdasarkan

permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam surat keputusan
atau dokumen lainnnya.

Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan

pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam
pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
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Keputusan Bupati melalui Kepala Bapenda atas permochonan

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:

a. menvetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran
atau lamanya penundaan sesuai dengan permchonan Wajib
Pajak;

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa
angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib
Pajak; atau

c¢. menolak permohonan Wajib Pajak.

Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau

penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh
empat) bulan.

Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran

Pajak vang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam

persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibavar,

untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat] bulan
serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan avat {4)

meliputi:

bencana alam;

kebakaran;

kerusuhan massal atau huru-hara;

wabah penyakit;

kecelakaan atau musibah yang tidak dapat dihindari;

dan/atau

f. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Tata cara perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur:

a. Wajib Pajak yang akan melakukan perpanjangan batas waktu
pembayaran atau pelaporan Pajak, mengajukan permohonan
secara tertulis kepada Kepala Bapenda dengan disertai
dengan alasan yang jelas dan melampirkan dokumen
pendukung yvang diperlukan;

b. permohonan Wajib Pajak diajukan sebelum batas waktu
pelaporan Pajak berakhir;

c. setelah permohonan diterima oleh petugas, Kepala Bapenda
atau Pejabat yang ditunjuk memproses permohonan dan
memberikan keputusan dalam waktu minimal 14 (empat
belas) hari kerja; dan

d. jika permohonan disetujui, Wajib Pajak akan diberikan batas
waktu tambahan untuk melaporkan atau membayar Pajak.

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran

Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada avat (1)

huruf b diatur:

a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara
angsuran maupun menunda pembayaran Pajak, mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda disertai
dengan alasan yang jelas dan melampirkan dokumen
pendukung vang diperlukan;

oao g
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. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus
sudah diterima Kepala Bapenda atau Kepala PD paling
lambat 7 (tujuh) hari kalender, sebelum tanggal jatuh tempo
pembayaran yang telah ditentukan yang termuat dalam SPPT,
STPD, SPTPD, SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKRDKB, SKPDKRBT,
SKPDN, SKPDLB, dan/atau dokumen lain vang
dipersamakan;

terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun

penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Bapenda,

dituangkan dalam keputusan pembayaran secara angsuran
maupun penundaan pembayaran;

. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 3 (tiga)

kali angsuran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung

sejak tanggal keputusan angsuran;

penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 1 (satu)

bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yvang

termuat dalam SPPT, STPD, SPTPD, SKPD, SPTPD, SKPDKB,

SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, dan/atau dokumen lain vang

dipersamakan;

perhitungan untuk pembayaran angsuran diatur dengan

ketentuan:

1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap
jumlah sisa angsuran;

2. jumlah sisa angsuran merupakan hasil pengurangan
antara besarnya sisa Pajak yang belum atau akan
diangsur, dengan pokok Pajak angsuran;

3. pokok Pajak angsuran merupakan hasil pembagian
antara jumlah Pajak terutang vang akan diangsur,
dengan jumlah bulan angsuran;

4. bunga merupakan hasil perkalian antara jumlah sisa
angsuran dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam
persen); dan

5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan
angsuran merupakan pokok Pajak angsuran ditambah
dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen).

terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan

tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus
dilunasi setiap bulan;

. perhitungan untuk penundaan pembayaran diatur dengan
ketentuan:

1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah
Pajak yang terutang yang akan ditunda, yaitu hasil
perkalian antara bunga 0,6% (nol koma enam persen)
dengan jumlah bulan yang ditunda dikalikan dengan
seluruh jurmlah Utang Pajak yang akan ditunda,

2. besarnya jumlah yang harus dibayar merupakan seluruh
jumlah Utang Pajak yang ditunda, ditambah dengan
jumlah bunga 0,6% (nol koma enam persen) sebulan; dan
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3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling
lambat pada saat jatuh tempo penundaan vang telah
ditentukan dan tidak dapat diangsur.

i. Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran
secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan
penundaan pembayaran untuk surat ketetapan Pajak vang
sama,

BAB Xl1
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

KETETAPAN PAJAK
Pasal 54

Pembetulan atas ketetapan Pajak dapat dilakukan karena
kesalahan data, kesalahan dalam perhitungan Pajak dan kesalahan
penulisan atau pengetikan.

Pasal 55

Pembatalan atas ketetapan Pajak dapat dilakukan karena adanya
ketetapan ganda dan/atau hilangnya objek Pajak.

Pasal 56

(1) Kepala Bapenda melakukan pembetulan, pembatalan,
pengurangan ketetapan Pajak dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi, paling lama 3 (tiga) bulan
setelah diterimanya surat keberatan dari Wajib Pajak.

(2) Dalam hal pembetulan dan pengurangan ketetapan pajak
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda
menerbitkan SPPT dan SKPD yang baru serta menerbitkan
daftar SKPD dan DHKP susulan.

Pasal 57
(1) Bupati atas permohonan wajib pajak dapat:

a. membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannyva
terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan
dalam penerapan peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah;

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan Pajak vang
tidak benar; dan

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi
berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Wayjib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan
dan penghapusan atau pengurangan sanksi adiministrasi atas
SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus
disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati
atau Kepala Bapenda maksimal 30 (tiga puluh} hari sejak
tanggal diterima SKPD dan STPD dengan memberikan alasan
yang jelas,
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(3) Dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan sejak surat

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

permchonan sebagaimana dimaksud pada avat (2) diterima,
Bupati atau Kepala Bapenda sudah harus memberikan
keputusan.

Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Kepala Bapenda tidak
memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan,
pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan
sanksi administrasi, dianggap mengabulkan.

BAB XIiI
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 58

Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau
Kepala Bapenda.

Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang

telah disetorkan ke Kas Penerima dan Pembayar berdasarkan:

a. perhitungan dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;

b. surat keputusan keberatan atau surat keputusan
pembetulan, pembatalan, dan pengurangan ketetapan, dan
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi:

€. putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan

d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau
pembebasan Pajak berdasarkan pertimbangan Kepala
Bapenda.

Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

harus diajukan secara tertulis dalam Jjangka waktu paling lama 3

(tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKFD, SPTPD, SKPDKB,

SKPDKBT, dan/atau Dokumen yang dipersamakan dikirim atau

tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak

dapat menunjukkan bahwa Jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan kahar,

Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat:

identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan:

nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasanya apabila

dikuasakan;

¢. NPWPD jika ada;

d. masa Wajib Pajak dan tahun Wajib Pajak;

e,

f.

g

perhitungan Pajak yang terutang menurut Pajak;
besarnya jumlah kelebihan pembayaran Pajak; dan
- nomor Rekening Bank Wajib Wajib Pajak.
Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dokumen:
a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa
Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

m -
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b. fotokopi Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan,
Putusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali atau Surat
Keputusan Pembetulan;

¢, fotokopi SSPD untuk masa Pajak yang menjadi dasar
permohonan; dan

d. Surat Kuasa apabila dikuasakan.

Penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal avat (1) dapat dilakukan:

a. secara langsung;

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

e, secara slektronik/online dan/atau melalui media lainnya.

Atas permochonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda melalui

bidang terkait mengadakan penelitian kantor, lapangan dan/atau

Pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Pajak

dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya

oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak.

Pasal 59

Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak diterimanya permchonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak, harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam
Jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah
lewat 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala
Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma

enam persen) per bulan atas keterlambatan kelebihan
pembayaran Pajak.

BAB XIV
KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN

PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak
Pasal 60

[Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah
Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi
Pemungutan Pajak dengan:
a. Pemerintah;
b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
¢. pihak ketiga,
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(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: .

a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi
perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

¢. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan
kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;

d. pendampingan dan dukungan Kkapasitas di bidang
perpajakan;

e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau
sumber daya manusia di bidang perpajakan;

. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan

8. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan
dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan
efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

(3] Kerjasama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf a sampai dengan
huruf e dan/atau huruf g,

(4) Kerjasama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi
bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢
sampai dengan huruf g.

Pasal 61

(1) Pemerintah Daerah dapat:

a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1); dan

b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2]
dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen
lain yang disepakati para pihak.

(3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama
ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.

(4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

. subjek kerja sama:
. maksud dan tujuan;
- ruang lingkup;

sumber pembiayaan;

penyelesaian perselisihan;
. sanksi;

korespondensi: dan

perubahan,
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Bagian Kedua
Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam
Pemungutan Pajak

Pasal 62

Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah
Daerah dapat menghimpun data dan/atau informasi kepada
pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang
digunakan untuk transaksi perdagangan.
Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada avat | 1)
berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang
pribadi atau Badan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak.
Penghimpun data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,
BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

Setiap Wajib Pajak harus menyiapkan:

a. register atau buku tamu hotel untuk Jasa Perhotelan;

b. bukti dan/atau data transaksi pembayaran untuk Jasa
Perhotelan, Restoran, dan Jasa Kesenian dan Hiburan;

c. bukti dan/atau data transaksi produksi untuk penyedia
Tenaga Listrik dan MBLB;

d. bukti transaksi penjualan untuk Pajak Sarang Burung Walet;
dan

€. bukti penerimaan parkir dan/atau data luas area kapasitas
parkir untuk Jasa Parkir.

Alat pengukur debit air dan/atau alat ukur lainnya disiapkan

oleh Bapenda untuk mengetahui volume pengambilan dan

pemanfaatan air tanah.

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengisi

dan menyampaikan SPTPD pada setiap bulan.

Pasal 64

Kepala Bapenda dapat meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada
Perangkat Daerah, dalam hal Wajib Pajak:

al

b.

tidak membayar pajak dan/atau kurang dibayar setelah jatuh
tempo pembayaran;

karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD, mengisi
dengan tidak benar dan lengkap, atau melampirkan keterangan
vang tidak benar/palsu; atau

dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
tidak benar dan tidak lengkap atau melampirkan keterangan
yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah.



i

Pasal 65

Format yang digunakan dalam Pajak Daerah berupa:
SKPD Reklame;
SKPD Air Tanah;
SPTPD MBLB;
SPTPD Sarang Burung Walet;
SPTPD PBJT meliputi:
1. makanan dan/atau minuman;
2. tenaga listrik;
3. jasa perhotelan;
4. jasa parkir; dan
5. jasa kesenian dan hiburan.
SKFPDKB;
SKPDKBT;
SKPDLB;
STPD;
SSPD;
SSFD PBB-P2;
SSPD BPHTB;
. SPOP,
LSPOP;
SPPT; dan
p. DHKP.
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

o ap o

epsgrETroa ™

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan dan Penetapan Perhitungan Nilai Sewa Reklame
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012 Nomor 5);

b. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2013 Nomor 23);

c. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan Tahun 2013 Nomor 24);

d. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tatacara
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2013 Nomor 39);

e. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyempurnaan
Tatacara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2014 Nomor 44);
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f. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan
Harga Dasar/Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan
Pajak Air Tanah dalam Wilayah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2015 Nomor 8);

g Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tatacara
Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepualauan (Berita Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017 Nomor 23).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

S DAERAH KABUPATEN
NNE DAN KEPULAUAN,

FYE DAY

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2025 NOMOR 4



LAMPIRAN [

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BENTUK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH, BENTUK FORMULIR

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

A, BENTUK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

a BADAN PENDAPATAN DAERAH

e —
PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Jalan : Sultun Hasanuddin Km.3 90611 e-mail : bapendakabpangkep@gmail com

m : e T P PR T P TR PRI ]
Nama
Nama Usaha

TEERARY. = v A S i i

bk

WA M' hﬂm‘ﬂ bﬁm e
PERHATIAN

Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera
melapor ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan .

NPWFD agar dicantumkan dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya dan dibawa pada saat transaksi perpajakan.

Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan .

PAJAK ANDA UNTUK PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN




B,

BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAIENE DAN KEPULAUAN |Nomeor Foemulir

BADAN PENDAPATAN DAERAH
BIDANG PENDATAAN anggal
Al Sultan Hasanwddin Km.3 Pangkep 90611 ahun Fajsk
FORMULIR PENDAFTARAN
Waijib Pajak/Retribusin |Perusahaan/Pribadi) Kepads - fth
Kzpaia Badan Pendapatan Dasrah
Ll a gingil.com Di - PANGRAJENE
PERHATIAN

L. Harag diisi-dafam rangka dua dan ditulis dengan huruf CETAK

2, Bevi tanda V' atau pilih/lingkar yang tersedia untuk jawaban Wang di berikan

3. Setalah formulir Bendaftarsn ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali ke pada Bapanda langsung dikirim
mielalui paspaling lambatbanggal e

A. DIISI OLEH WAJNE PAJAK / PENANGG UNG PAIAK

1. Nama Lengkap :
2 Epwargansgaraan : LWNA 2N
3. Alamat Tempat Tinggal %
=jalan / Mamor’ £ LENIS PAIAK DAERAM :
~RT/ AW r L Pajak Hotel
- Kelurahan . L Pajak Retomn
- Kocamatan A 13 Pajak Hiburan
- Kabupaten / Kota : 4, Pajai Pariir
- Namor Telpon X 5. Pajak Adr Tanah
- Lokasi Usaha ] |6, Pajak Reklame
- Kode Pos : 7. Pajak Minersl Bukan Logam dan Batuan
- E-mail ; & Fajak Penerangan falan
4, Tanda Bukti Dl i LSIM 2. PASPOR AKTP
5, Namar Tanda Bulkti Dri :
&, Wama Lisaha/Perusahaan

7. Alamat Usaha/Perusahaan
8, Mamar Izin Il.'liaﬁt

B, PERNYATAAN
Dengan manyadar sepenuhnys akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, s3ya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas boser lampiran
lamplrannya adalah benar, Inngkap dan jelas
Panghajene,
PETUGAS PAJAK [Permbunt NPWPE) Tanda Teng=n
Pendataan Tgl
MNoma Petugas |
Jabatan ; fi: I
| i
€. DIIS! OLEH PETUGAS PENERIMA
Diterima Tanggal :
Marma Petugas  : HAERIAH, SE
P : 197BOALE 200801 2015
labatan : Kasubld Pendaltaran dan Pendataan L. 1
e - 'I“nlh‘d“““ - ==l
TANDA TERIMA PENDAFTARAN Mamos Formulir :
_ PANGKAJENE,
Nirna :
Alamat i
Nama Usaha
Keterangan
Yang Menenma
Yang Mondaftar Petugss Bapanda

NPWPD yang dibrerikan




LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH KURANG BAYAR, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
KURANG BAYAR TAMBAHAN, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH
BAYAR, DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

A. BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH ,
H15 Sultan Hasnauddin Km.3 9061 1 &-mail ‘hapendskabpangiepingmad com - '. tink

a PEMERINTAH HADUPATEN PANGHEAJENE DAN KEPULAUAN ]

m*:
{Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) |
*jenis pajak
Kepads Yth :
Bapak KEPALA BAPENDA
- KABUPATEN PANGRAJESNE DAN
KEPULAUAN

Hﬂm. "i'l'll,ﬁh mlk H AR RARBAEE AR AR BRI l

&

PERHATLAN .

Hurap diisi dalaem rangkap 2 [dua) & ditulis dengan hurul CETAK,

Beri Nomar pecs Kotak vang teraedia untuk jawaban vang diberikan.

3. Seteluh diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada BADAN PENDAPATAN DAERAH, paling
lambat tanggal 30 bulan berndouinys,

Keterlambatan ponyershan dari tanggnl tersebut di atas akan dilakuknn Prerintan Surat Teguran,

1
2.
a

[Mi8T OLEH WAJIB PAJAK/FENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT

o
No.| Rekening T e — Tasif Pujak Teshutang f "“""‘i"“f]“’""
PERNYATAAN
Dengan menvadar sepenuhnys akan segala alubat termusuk sanks) aanicn sesuai dengan Keteniuan perundang
undingan yang berlaku, ssys atau yang beri kuana mer apn yang telah kami beritahukan terusbut
dintas besertn lampiran lampirannys benar, lenghap Jelan.
Yang Menerienn Nama Wajib Pajak
{Petugil
Nama Jelus Nama Jolas |

*isi sesuai jenis pajak daerah



B. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

PHHGEMEHEMH KEPULAUAN ! :
HADAN PENDAPATAN DAERAH SURAT TANDA SETORAN
J1 : Sultan Hasanuddin Km.3 90611 e-mail : (STS)
jals :__._: IPEn e p ._ '\-m
BTNy, o el Bank = o=
Bo.Rekering - - Rt et e
Harap diterina uang sebesar Bt
[desngan furuf) Ut
R T P L re])
Dangan niclan pervetimaan sahagai becffoot
No Kaode Eelening Ui Riivvedam Ok Jumlsh B
Jumlish
Lnrygg termo b diteritnn padn oenpggal ..o ==
Meiygetalin, Berhalalinem
Poryggunis Anggaran/Kusss Pengguna Anggusan Parluharn Fenermmean Membantu
Tlllll'-'l--“Iu-ll—lllr- wribh ibE * e L Lt rreda —
NP | ; lu}'pv; =
(Catatan | STS difampin Slip Sari)




C. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)

PEMERINTAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH SURAY Thrmmismm

Jl : Sultan mmawu e-mail :

WAy i

WﬂMMWEWHﬁM:

Ne Kode Rrkerrmg Urmian Rincian Objek Jumilah (Rph

Mangstahui,
Penggurn Anggaran | Kusss Pengguna Anggaran Bendahars Prosromsan Pembarmu

e T ~y
ICatagan | STS dilamipin Slige Heak) I




D. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

~ PEMERINTAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
J1¢ Bultin Hasanuddin Km.3 90611 amazl ;
apondekahpanskapi email com

B PRI

‘SURAT TANDA SETORAN
(STSj

Mengetabui, Beydahars Penarimaan
Penggana M.n-rmf'lium'i;mumm Anggmun Femcduhores Prnenmasan Fombano:




E. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN]

FEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan : Sultan Hasanuddin Km 3 90611 & muil - hapcnﬂhhpangln:l:ﬁgnn_ﬂ_m

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

Tahon e,

Nama Wajib Pajak L H P2 RN B A L L I S ey e
Alamar B Canmm T
Nama Usaha b S N T s
NPWPL Bl a et F T LA
Tangmal JAUR TEMPO 2 v siongssnsmmissmsiissssisssnsss

No Kode Rekening Jenis Pajak Daesah Jumlah (Rp) |

Jumish Hetetapan Pokok Paialt | i RCERE
Jusmlah Sanlos). a- Bungn R PR—— o

= Jumlah Keselurahemn | i i il
R B e e v Ce LIt e T T e a
PERHATIAN : 1

1. Harap peryetoran cilakukan melahil BREF sty Kas Daerah  (RKUD, No Rekening

Ol 1001000003832 1) dengan menggunakan Surat Seroran Pajnk Doerah (8SPDY
2 Apeblla SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat wakty puling lama 30 han setelah SKFD
vy ol snnkai adminintras: berupa Bungs solosar 2 ufan. |

PRngloafenie, .. womi i imann...
Kepaula Bidung Pendatasn dan Penetapan

tlH-uu-u-----"--u-" u"|.,p..p.,+".,|.,¢,u..q..h..}

ENE DAN KEPULAUAN,



LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

FORMAT SURAT DALAM PENETAPAN PAJAK DAERAH

A. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH REKLAME

PEMERINTAH KABUPATEN PANGHAJENE DAN HEPULAUAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan : Sultan Hasanuddin Km.290611 & madl : bapendakabpangkepi gmail.com |
BURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH |
PAJAK REKLAME '
|
Nomay Eippensmernppres
Masa Pmak : P
Tabun ;
Nama Wajity Pajak G
Aldinnt
Nama Usaha P .
NPWPD |
Tanggal Jatuh Tempo S '
Keterangan i .
o Kode Rekoning Jenis Pajak Daorah Jumish (Rp)
Jumlah Ketetapan Pokol Pajak
Jumiah Sankai i Bunga SN E
b" m‘ feraan PRideRied it raniman nn
Jumt‘l' Mﬂhﬁ__ Rl ekt i ekl
nmm Hmur- R R T I TN T T TR PRI T e
PERHATIAN :
3. Harap ponyetorun  dilskulkan melalui BEP atau Kas Daerah (RKUD, No Relkening :
a1 ll}?lﬁuma‘:u d.unnm mengginalan Suret Betoran Poek Deerah (33PD)
4. Apatila BKPD ini tidak amau kurang dibaysr lewst wakiu paling lama 30 hari seiclah SKPD
diterimn. dikenakan sanks: adrministrosi berupea b schenar 2% perbulun.
i n-l-ll.lli-ll-illi--!lllli- --‘m !!!!!!
Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan
- - i |
NIP :




B. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH AIR TANAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PANCKAJENE DAN KEFULAUAN
a Jalan : Sultan Hasanuddin Km.3 90811 = mail : bapendakabpangkepiigmail com

BURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
PAJAH ATR BAWAH TANAH

Nomor PR

Nama Wajib Paiak e A e e el P YR P e
Alamat W R
Nama Usaha T P e e B e i s i
NFWED . S P S S L PR P A T S P T
Tanggal Jatuh Tempo RN T R e
Keterangan PO R T N R S Bl

No Kode Rekening Jenis Pujuk Daerah Jumlsh [Rp)

L

J ] l 1‘ F!!: I:HI- i dEretdrrrTrrETTITET YRR R AR
J inh Sanko 2B LT TP ———

e ’: m P e -
J,I i I ]E : I B e L L L L L LT T

BN R LA s R R AR R R B bde

PERHATIAN :
L. Hordp penywtoran  dilakukan melalui BEP atau Kas Decrab fREUD, No Rekeming :
; 21:001%3&321]%@“ Burat Setoran Pajak Duerah (B8PD)
- Apabis SKPD ini tidek atas kurang dibaysr lewar waktu paling lama 30 hasi setelnh SEPD
dimdﬂmh;unﬂnﬁﬂmhnnhnpnmgnm

PUnglofene .. ..ocvvremresssoressen e300, s
Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan

SR R L LA e Lt | J

NIP ;




C. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PANGEAJENE DAN KEEPULAUAN
E J1 ¢ Sultan Husenuddin Km.3 90611 c-mail ; bapendalabpansiospii gmail com | Masa Pajak -

SPTPD
(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Kepaca Yth -
Bapak KEPALA BAPEXNDA

Di - KABUPATEN PANGEAJENE DAN
KEPULAUAN

Nama Waiib Pajalt §  oeicocsaammsmrasrremmsses
NOPD R AN P e U e
Nama Usaha VI b s i e e
Alamar i

i
Kl 3 t
B i e d b et bl bk pacbe s

PERHATIAN ;

L. Harap diisi dalam rangkap 2 (dus) & ditulis dengan huraf CETAK.

4. Beri Nomee pads Kotk yang tersodia untuk jawsban yang diberikan,

3. Betelah diiai dan ditandatangsni harap diserahlan kembali kepada BADAN PENDAPATAN DAERAH, paling
lambat tanggal 30 bulan berikutnys,

4, Keterlambntan penyershan deri tangeal tersebut di utas alan dilakulkan Penerbitan Surat Tegoran.

| IIS) OLEH WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT

Na Rekening Dissiir Pangsasn Tarif Padek Terhotang fRp

| PERNYATAAN

Dengun menyadari sapenubnya alan segals akibut termasuk sanksi-sanks sesuni dengan keteptuan perundang-
mwmgu. ARYA AU yang saya beri lounsa menyatakan apa vang telah kami beritahukan tersebut
cutas lampiran-lampirannya adalah benar, lengkep dan jeina,

T Hmwﬂ
(Petugns) ek

Numa Jalasn Nama Jelas




D. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) SARANG BURUNG WALET

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
ﬁ BADAN PENDAPATAN DAERAH e -
8 . bapendakahpanskergsmsil.com Pk -
J1: Sultan Haganuddin Km.3 90611 e-mad : : e g
SPTPD
[Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
. Pajak Sarang Burung Walst
Kepada Yth
Bapak KEPALA BAFENDA
i - KABUPATEN PANGEAJENE DAR
HEEPULATAN
Nama Wajib Pajalc R
NEWED ey
NOPD o A i
Nama Usaha e s g
Alamat
| Ketérangan = s
PERHATIAN :

|5 Hsirap diisf dalam rangksp 2 (dun) & ditulis dengan huraf CETAK.

6. Beri Nomor peda Kesak vang tersedia untule jsweban yang diberikan,

7. Setelah cliisi dan ditandatengani harap diserahkan kembali kepada BADAN PENDAPATAN DAERAH, paling
lambat targgal 30 bulen berilkutnye

B mmhmwmuuumw:mbuwmmmmmmmnmm

DS OLEH WAJIE PAJAK/PENANGOUNG PAJAK SELF ABBESMENT

| No Enloaning Clasar Penganaan Torii Paja Terhytang Jumlah Diberar

PERNYATAAN

Dengan menyndari gepenubiaya akan segnla akibat termasuk asnksi-sanksi sesund dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, sayas atau yang saya beri kuasa menystakan ape yang telah komi beritabukan teraebut
diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lenghap dan felas.

5 WI - l-mi BEad
Yang Mererima ‘Nums wah Pajmk
(Petugan)

Nama Jeias Nama Jelan




E. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK BARANG DAN JASA
TERTENTU
1. Makanan dan/atau Minuman

y PEMERINTAH KABUPATEN PANGEAJENE D&N KEPULAUAN
E BADAN PENDAPATAN DAERAH =
L : i ' il : fapendekatipsnpken@gmal "'“I Pk 3
Il - Bultan Hazanwddin Km.3 9061 1 e-mail i T :
SPTED
(Surat Pembéritahuan Pajak Daerah)
Pajak Restoran
Kepada Yih
Bapak KEPALA BAPENDA
Di - Pangisjene
‘Nama Waiib Pajek P T e TP e Ay
NPWED ] E
NOPD -
Nama Usahs FTIFPER
Alamat AP e Z
mﬂn PR T e s R S o A
PERHATIAN :

1. Harep-iizi dalam rangieap 2 (dua) & dinuiis demgan huruf CETAK.

2 Bert Nomor pads Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberiiean.

3. Sstelah diist dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada BADAN PENDAPATAN DAERAH, paling
lambat tangeal 30 bulan beriloutma.

4, Keterlambammn penyerahan dari tanggai terwebut di stss alean dilalonkan Penerbitan Surat Teguran.

DISTOLEH WASIB PAJAK/PENANGGUNG PATAK BELF ASSESMENT

Tuminh Cibes r

N Halooning Dannr Pengenaan Taxil Pajali Terhutang ! {Ep)

- — s Er—— g — b

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala aldbat termasull sanles)- sanks: sesua dengan ketentuan perundung
u:udlnﬁﬂ berlalcu, sayn ntau yang saya beri uasa meryatakan spa yang telah kam beritafiukan tersebut
dinms: wn piran-lamplrannya adalah begar, lenghkap dun felaa.

Yang Menerima Nema Wajib Pajuk

(Potugsas)

I Natmo Jelos Namn Jelas




2. Tenaga Listrik

BADAN PENDAPATAN DAERAE
J1 ¢ Bultsn Hasanuddin Km.3 20611 e-mad : ba

iperdaranea sk

Wm F

SPTPD
(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
! s Penicrd Tal

Kepadsa Yth :
Bapak KEPALA BAPENDA
Di_H !wﬂim!

Nama Wajib Paiak B M S
NFWPD I R Pl R e —
NOPD T spmesis e A Y
Alamat e e

PERHATIAN :

I. Harap diisi dalam rengksp 2 {dus) & ditulis devgan huraf CETAK,

3. Setelah diisidan ditsndasangani harep diserahkan kembali kepards BADAN PENDAPATAN DAERAH, palmg
lumbat tanggal 30 bulan berikistnys. _

&, mmmmhiwmhtﬁmmmkmm&mﬁumhgwm

DIiSl OLEH WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK SELF ASSREMENT

| Mo Heimning Damar Fengenaan Toerif Prajoks Tetiutamg "“""'"E“-“"rl o

PERNYATAAN

mmﬁmummmmMWunMﬁwmmm
undangan yang beriaku, saye atnu varng says beri kusas men telah kami beri kan
hear e !l‘m . sl nm;:p::hnmm benitahukan torsebit

Yang Menerima Noama Wajib Pajak
{Petugas) :

Nama Jelas Nams Felns



3. Jasa Perhotelan

BADAN PENDAPATAN DAERAH

PEMERINTAH RABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
E J1 = Sultan Hasanoddin Km.3 90611 e-mail : bagp

{Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
Pajak Hotel
Kepads Yih @
Bapak KEPALA BAPENDA
Di - KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN
Hm wqjlh' H.-k H TrAte TSR TR T TN A P e i
NPWFD Tl R e A A S K P
NOPD £ ke K
PERHATIAN :
5. Harup diisi dalam rangkap 2 (dua) & ditulis dengan hurul CETAK.
6, Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawanban ynng diberikan.
7. Setelsh diisi dl.nihtl.ndmnpm harap diserahlan kembali kepada BADAN PENDAPATAN DAERAH, paling

lnmibag tanggel 30 bulan berikummyn.
8. Keterlambatan penyernhan dari tanggal tersebur di atas akan dilalukan Penertitan Surat Teguran.

DIf8l OLEH WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT

No | Beksuing Dianr Pefygennan Tarif Pajuk Tochutang | ~omiah Dibeyar

PERNYATAAN

Dengan menyudari sepanuhnyn alkan segala akibat lermasuk sanksi-sanksi seavusi dengan ketentusn ndang-
undanga bnhkmuy:mummnhﬁhmumpnhnmnuuhhhmmm”i

diatas besorta tran-lampirannys sdalah benar, lenghkap dan jelas.
Yang Menerima #
: Nama Waiib Pajuk

Nama Jelas Nama Jelus




4. Jasa Parkir

BADAN PENDAPATAN DAERAH

ﬁ PEMERINTAH KABUPATEN PANGHAJENE DAN REPULAUAN

J1 : Sultan Hasanuddin Km.3 90611 e-mail : bapendskshpangkengemsil.com .’l'.‘“"!""“; fi
SPTPD
(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
Kepada ¥th :
Ba.puk HEPALA BAPENDA
!’tnahm
Nams Waiib Pajak B sommoospscm o pm ms S R
NPWED T e ;
NOED N S
Nm um : Errigridkriirer e Il—r_li-r!-f_li—i"li'l '+_I‘--‘
Alamer B e
-Hulzmpu"l B Erriep e ried UFE DR R R e b ned ) e
PERHATIAN :

1. Harap diini dalam ranglap 2 (dua) & ditulis dengan huruf CETAK.
2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban vang diberikan,

3. sSetelah diisi dan ditandatangani harsp diserahian kembali kepada BADAN PENDAPATAN DAERAH, paling
lambat tanggal 30 bulan berikutnya.

4, Keterlambatan penyershan deri tanggal tersebut di stes skon ditakukan Penerbitan Suret Teguran.

IMI8] OQLEH WAJIB PAJAK/ FEH.HHE@EUHB PAJAK SELF ASEESMENT

e Reioemiig Dasar Pangenasn Tosif Pajuk Tarhutang, | Jumish Dibarar

PERNYATAAN

Dengan menyadari seperithrya alan asgala akibat termasuk sanksi-sanksf sesuni dengan ketentuan perundang.
undangan yang beclaku, aasya atau yang sayn ber kuasa menyainkan apa yang telah kami bertnhukan ersebut
distan beserta immpiran-lampirannya adalah benar, lenghap dan jelns,

Yang Maenerima Nf.uml Wl,p'h Pl.ul:
(Fefugas|
Nama Jelan Nama Jalan




5. Jasa Kesenian dan Hiburan

PEMERINTAH KABUPATEN PANGHKAIENE DAN KEPULAUAN
e BADAN PENDAPATAN DAERAH o
- ] nuddin 3% il I8 akabpanghens smal com A
JI - Sultan Hesapuddin Km.3 %0611 e-mail : bepsnd r oI Toloan Pagakc:
. -SPTPD .
[Surat Pemberitahuan Pajak Daerahj
Pajak Hiburan
Kepada Yeh: )
Di - Pangkajene
Mams Wajib Pajal } | e T
NPWED § e st T E——
'NOPD P e nntiiian s
Rarea Usshs P R R e e
Alamat I S
PERHATIAN :

1. Harap diisi datam rangkap 2 {duz) & ditulis dengan horuf CETAK,

2. Beri Nomer pada Kotsk yang terasdia untuk jawaben yang dibenkan,

3. Betelah diist dan ditandatarigani harap diserahkan kembal kepada BADAN PENDAPATAN DAERAH, paling
tambat tanggal 30 bulan beriloetmye. )

4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut i nins akan dilzkukan Penerbitan Surat Tegursn.

IS OLEH WANB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK SELF ASBESMENT

| Mo Roloaning Diuar Prngrnnan Turil Pupak Teshutng J"‘”‘Tﬂ;’"ﬂ*
[
1
PERNYATAAN
Dengan menyndan sepenubinya alian segaln akibat termasulc aankal sankei eeauai dengon ketentuan perusdang
uﬁw herfaku, um-murwhﬁhmmmuhn apa yang telah kami beritahukan tersebut
dintan lampiran-lampiranys s bensr, lenghkap dan jelas '
PangRajene, . . reeos = iy
Yung Menerirma Moo Waglh Pugak
{Priugna)

Niuma Jelay Nama Jelas




SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

PEMERINTAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Ji:ﬂu}hﬂﬁdnarmﬂdi:h!ﬂﬁ{ill e-mail :

= T}

SURAT TANDA SETORAN
[STS)

STE N

No Kede Rekaniiy

Urmizn Rimsian Okjek Jumitsh [Pl

Jumiah

Uiy tersebiat diterime pade tanggel ...

i

Mengeinhu,
Fengguna !.!T-.l.nn.j Kranaa Prnggumi Anggnoan

Tio bt i
MIP

{Conatnm ; STS dilampin Ship Sk

Bendahara Perertmaan /
Beredaharn Fensrimasn Pembantu

T T A T e A ST T




G, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN ETORAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH b Tﬁf;;lgiﬂ
Ji = Sultany Haamuﬂdm Em3 20611 e-mail :
mWE trreer - A | b M
e
Harap difarims uang sebesar .. S ==
[desger hurul] Loiish 3
s ¥ AP,
Dengan rincian penerimasn sebagai bariliut
Mo Fode Relmning Uralan Rincian Objek dumiah (Rg
dumiah
Pempurin Anggaran/ Kunss Pengnins Anggaran Bendahara Pemmrimuan Pembanta
[ijll 1} | | (5] '-I} li—ll-’:-:l 1 = B e - I




H. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB])

PANGKAJENE DAN KEPULAUAN ANDA SETORAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH SURSES ﬂ31;; '
J1': Saltan Hasanuddin Km.3 90611 e mail -
k4% KL D W U] T LT
e Bank = -
Ko Rakmimg - P e

F‘ium.ml Arggpaerinn £ Fidame Paiyggiiune Amggiaraa

b e L T A L
NP
[Cutetan : STS dilampint Sp St

—riis-smal
Uraian Riocian Ghjek Jumiab (Kp)
Jumtah
Unng wersebul ditevims peile taaggal ... R
Mengetahui, Banddhain /




I. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

‘FEMERINTAH KABUPATEN STPD Nomor Urut :
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN (Surat Tagihan Pajak Daerah) ——
BADAN PENDAPATAN DAERAH ! namar/bulan/Tahun

N Suluen Hasemddin in.3 sr:uau Masa Pajak : ,

Willa ol 3 TFabun = !

|
NAMA A A A R AR
ALAMAT  aasseiacariis
NPWP/RD = A Ry P oy B S

1. Berdasarkan Perda Nomor | Tahun 2024, tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah, telah
dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Kode REERDINR:  © coiimmiemsisssvsini —
Jenis Pajak T e R T RS B

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumiah yang masih harus
dibayarkan adalah sebagai berikut :

1. Pajak yang kurang dibayar Fpaoicieaasisan
2. Sanksi Administrasi [Bunga 2%-Pasal 104 (4)) 2% RP....oceernrrerrrsrnsens #
3. Jumiah yang masih harus dibayarkan (1+2) R consssmsrsmemsinsnsys
Dergan kueel: . L
[ m
1, Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Khusus Penerima Badan Pendapatan Daerah, Bank
Sulsslbar Panglajene | PFemegang Kas Daerah.
2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewst waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini
diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bungs sebesar 2% p-a'.r-hulmL
Pangkajene, ........
An.Kepala Badan P:ndq:mm Dncmh
Kepila Bidang Penclapan dan Perhitungan
NIP:
Kepada Yth ;
Divektur Utama BPD, agar meperimn Pusngan untuk teraon Kas Register [ Tanda Tangan /Cap
penyetoran  untuk keuntungan rekening BEP/Pejabat Hank.
Pemegang Kas Daerah Tingkat 11 .............




. SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

gk

{dengars turil)

PEMERINTAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sultan Hasanuddin Km.3 QQ_EIJ esmail

AR L et PV ad i

SURAT TANDA SETORAN

(STS)

R e s o S S TR PR T W ST RS

Dengan ringien penerimann sobagei barikut

e

Hode Rakeming

Juammiah (Fp)

diuminh

Mengetaii
Fmﬂu“&n-l:nﬁflluu-?;mmﬂm

NP :

----+n|n|-n|.u........|............_.||.H|.....]




K. SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB-P2

PEMERINTAH KABUPATEN PANGEAJENE DAN KEPULAUAN S e B

BADAN FENDAFATAN DAERAH
itz Sultan Hassrddin Km,.3 90611 e-mail © mpendakaboangkeptgmail com
SURAT E RAN
Tempat Pembayaran
Telah menerima Pembayaran PEB Tahun
Namsa Wajib Pajak
Letalk Objel Pajak : Kecamatan
Kel
Nomor SPPT [NOP)
Beiumlah i - R — ~
| Tangeal Jatuh Tempo !
| Jumiah yang harus dibayar flermasuk denda) jike pembayacan
Dilakukan pada bulen ke fsetelah tenggsl jatuh tempod:

| Xin

1 X

i} xv

v X

v X

Vil XV

VIl XX

VI XX

X xx1

X Xl

X1 AN

i KXV
Tangesl Pembayaran : LT Tands Terima
Jumlah yang dibayar : LB:

dan
Cap Bank Pos



L. SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) BPHTB

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH Lembar 1
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Untuk
BERFUNGS] SEBAGA] SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK .
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBE|
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANGKEP
A L NamdWEIBPRIME § .cmimmsmsicmmsismssmmmisimis i st
2. NPWP HI iili[!ifflilii
3.  Alamat Wajib Pajak
4, Kelurahan/Desa R ERT}RW E.szmatan .........
7. Kabupaten/Kota s i -..,E KudﬁPm.
B 1. Nﬂmur{)hjekf'mk[ﬂﬂﬁ?ﬁa R L.J_J Ll I L] L1 J I_
2. utak’rauahdanﬁangunm S OO OSSO
3. Kelurahan / Desa : T ——— e -4RT.|FRW ....................
4, Kecamatan i 6 Eabupﬂ:nfxma. TRV
FbrhrtunganHJEiPFEE B
. s WEH P m
tmban {FHtost brisms Tt s (Ol bereleriaricons, SPPT PES tubmm P N R
i iipemioty | terjdisgs ponledem ey Talum .
T & w | C Ta W
Fluaguawu L] Hi ] 5 ] " = =
NJOP PBB | o | " i CenTT
14. Hurgs transalisi / Nilai Pasar Rp.
15. Jenis perolehan hak atas manah dan atau bangunan ; ED
16 Rmmﬁm‘:u b LT o T T e L g g ML S bl
C | PENGHITUNGAN BPHTB (. diisi berdasarkan Wafib Pajoki
1 Nwmmmtmmnwmnuumnuma.u L|*rRp
2| Nilai Perolchan Obje Pajuk Tiduk Kena Pajak (NPOPTKP| 2 b Rp
3 | Nilai Perolohan Obje Pajak Kera Pajuk (NFOPTKP) anjgha 1 - angka 3 | 3, } Rp
& hmmﬁnﬂmamehmﬂummm % xangka 2 | 4. | Rp
N Jumlmsuwmaumm
ungan Wajib Pajak
b aTPD Bm-rs;m?i'na KURANG BAYAR/SKPDB
g KURANG BAYAR TAMBAHAN ¥ Tangyal :
; Fuw dﬂ'luung lmd:wl mrnundl S bercasarkan Peruturan KDH Mot
TUMLAH YANG DISETOR (dengan sl Wemam s
Rp | —
Wanb: AR FEN iR Py mm"ﬁ?_dm LELANG TEMIWE u;m ity _hhhm‘nam
| e g e T |~ g T ﬁgﬁ' z
Hanyn diisi oleh P> Nomse Dokumen LL] 1
Petuigan Dpd L] IEEY T EIID LD OO O




| o SURAT SETORAN PAJAK DAERAH Lembar 2
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Untuk
(SSPD — BPHTB) PPAT [ Notaris sebagai
BERFUNGSI SEBAGAL SURAT PEMBERITAHUAN OBIEK PAIAK Arsip
PAIAK BUMIL DAN BANGUNAN [SPOF FB3)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN FANCGKEP
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebnh dahula
& v NemaWahBPBR e i T e
2. NPWP !Ill LT ETT) O T
3. Alamat Wajib Pajak e 1 "
4" EElllmm;‘Dﬂﬂ : ------------- !ll-+-ll‘-l+ll+1"!li'5 RT_}RW ---------- 6 " hmatﬂ‘]]. YTy
7. Kabupaten/Kota e i S s SR A Puu,
B 1. Nnmnrﬂhick?a&ak[HGFjPBB]1l|| JJJH TITT
2. Letak Tanah dan Bangunan P P S EERE EE
R HelurRBan FOReA o e e R E E 4RT,!EW ST
4. Kecamatan s e e ey S ARl 6. Rahupmn 4 e S R i SR Al
Perhitungan NJOP FBB
IO PRI m
AL TERNT mwmmmu {Trind Deribomckian: SPHT PHE taluon e = RO PR =?
Erabigiaiing vistijs Bk gl LT T —
Tanah frus) | 7 0 i [ —
|
Fingysiais . " 2 | B LT [
NJOP PEB | 1 | *® L et
14, Horgs tronsalsi [ Nilad Pasar Rp._—_ ']
15, Jenis pminhm‘lulr.ﬂuﬂm:h den atau bengunan ; ED
16. Nomor Sertifikat AT P R L T e e e
C | PENGHITUNGAN BPHTB erya ditsi berdawlcmt Wagb Pajak)
1 Hduﬁ#nlehmﬁhjnkwnk['i?ﬂnmmpumuunﬂnm&ﬁm&n 1. |"Rp
2 | Nilai Perolehnn Obje Pujuk Tidak Kena Pujak (NPOFTER - 2. trp
3 | Nilm Perulehan Obie Pajuk Kera Pajak {NPOPTKP) angka | -angka 2 | 3. } Rp
Bew Perolehan Halk Atas Tanal dan Bangunan yang
&4 g 1
||| oy ot U L
1) | Jumlah Setoran Berdasarkan :
O » Penghitungan Wajib Pajak
k. STPD BPHTB/BKPDB KURANG BAYAR/ BKFDH-
Q e. KURANG BAYAR TAMBAMAN % Tangsal ;
o d. Pnngurumn dﬂn‘.‘unl: |md:n merjscti ; % berdaaarkan Peraturan KD B s e e
. PSR E AR et S
.‘;an-l Tr.nu DI.EETOE r.l an : (dengan huruf)
4-F [
_ ‘ihg_rg'n__lukm perhitungen C.4 dan mhh.m di D}
. MENEETATIL | TIFTERINA OLEH - Tedah dretifohans
Wi :mwnuwmu DRATY NEF AN, LELARL mﬂm m’rm Il'Nm Thnliil Fr fslimjeimin Danan
M Eeughap & 101 Muma Lenghagp & 110 W oarmm L_nﬁ L'I:E




l SURAT SETORAN PAJAK DAERAH Lembar 3
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Untuk Kantor Bidang
(SSPD - BPHTB) : Prstanshen Sehagai
BERFUNGS! SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK Pendaftaran
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PRB)

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANGKEP

PERHATIAN : Baealah petunjuk Mhmb&rm teriebih dahulu

A L. NMamaWagibPalale = ool nals D .......................
2. NFWP | CCETELE]
3. Alamat Wajib Pajak @ s e e s erees
4. Kelurahan/Desa : .SRT}RW ......... 6. Kecamatan_........
7. Kabupaten/Kota ] e e L e S e e 8. Kode Pos....

B 1. Nomor Objek Pajak (NOP| PBB: | | | | TILTL] SEEpEREREERER
2, hﬂak?anahdﬂnﬂangunnn .....................................................................................
s REIRTRNan DB e S i R e T v s 4 RT/RW...

4. Kecamatan B e e e e 6. Kabupaten [KOta........oovrmmrrmrreesrmsessasseosasnsrmne
Ptrmtm'rgauHJDPFBB -
Tiaim M TEIF PR mE
Lipnian (DA s, by e atnsy . Dimi besbanavkesi SHP PRS malsan Enes w MM PO
beogunnn yang oty diprietd | serfubimen gerbion bk Tabien 8
Tungh [Bumd | 7 a9 n | ® I - =
Flatnl gtaminti a n L B | (¥, ™
MJOPPEB | 10 | T T TT
14. Harga transuksi [ Nilai Pssar| Rp.
15. Jenis percichan hak atas tanah dan atau bangunan : [D
16, Nomor Sertifikas: TR Aot s
C FE-NGHITUH{!&N EPHTB ﬂfm;ga dr;fsa berdasarkan peng_@wn Wqﬁb Ph_p_:&j_
uir:nhmﬂ%#%kimﬁmhmmm&mdmma ‘Rp
2 Nilal Perolehan Ohbje Pajuk Tidak Kenn Pejak (NPOPTKP) i 1~=p
3 | Nilai Porolshan Obje Pajuk Kena Payuk (NFOFTKR) snghs 1 - angka 2 [ 3} itp
4 mmﬂﬁhmmmmm S xangkas | 4, | Rp

D | Jumlsh Setoran Berdunarkan :
| 3 a Penghitungan Wajit Pajak
b 8TFD BFHT'EJ’WDB KURANG BAYAR/BSKPDS
:. KURANG BAYAR TAMBAHAN "

i Tanggal .
d  Pengurangen dﬂmun; -nmlin md:umﬁ berdasarkan Peraturnn KDH No 5.
&

TUMLAH YANG DISETOR [de Aakn : {dengan hural)
Rp. I |

_@%Hhiw%m di )

; LA AR THTRBMA LRI ; Twbah ol perridbien -
WALRTTY PALAR TRV i PPAT/NOTARISY ) LELANG TEMPAT IHARAYARAN BIHTH Mok Fevaiapuimmes T rudy
Touwggnl it R s
L Nama lengdapn & TT0 | Mwes Cenglug & TTO LT

vsitisioen | B WomorDokumen: [ L] EEEEEERESREN

LFﬁumDpd A S EDLHI_LUI ill[iirii]}[]




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH lﬂmhgri
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Unruk Fungs: Pelayanan
a (SSPD — BPHTB) Sakaget Lamgpiesn
- Permchonan Penelitian 88PD
BERFUNGS! SEHAGAI SURAT PEMBERITAHUAN ORIEK PAJAK BFHETE
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBE
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANGKEP
| PERHATIAN : Bacalah ‘tﬂ:pﬂ#iﬂﬂpadahahmm Hulnklng_hm!mrhiuﬂnbﬂ:dahuh
A 1. Nama Wajib Pajak : ...
2, NPWP Ij:[H[ ]][DIHIIHI
1. Alamat Wajib Pajak =
4. HKelurghan/Desa @ ..o 5 RT,#EW ﬁ.Kem:mian .........
T Kahup&unfﬁnm s 3 Kode Pos............
2. Letak Tanah dan Bangunan o
3. Kelurahan [ Desa : e — R ......-I.RTIRW ....................
4, Kecamatan i e e s e .li Kabupamnfﬂm IRy =
Perhitungan HJ{]FPEH
RN T et l
Upnisss D—Ll—lﬂuhﬁlilbh mhhmmm-n- Lovms x PRICH PETRY e
uunguiean vasy feklinye diporuly | ieradioe proodenan by Tabon
Tunsh s | 7 o n| ™ T ]
flangmman H 10 7 8 Buls =3 5
W
MIOP PEE | a3 Ty
14. Harga transaksi / Nilai Pasar | Rp. —I
15 Jmmhlmnhnklluhmhdmmhnwm ED
165, Momer Sertifikat : AR
C | PENGHITUNGAN BPHTB driaiberdum:km Wﬂ!ﬂ’gﬁ:ﬂ
1 Hmmmmmmnmmmwsuma
2| Nilat Perolehan Obje Pajak Tidak Kena Pujak (NPOPTKP) z.rn;-
3| Nilai Perolehan Obje Pajak Kens Pajak (NPOPTEP angka | -engka 2 | 3 } Rp
4 mmﬂmmnmmmym 5 x wngha 3 | 4. | rp
[3 | Juminh Setoran Berdosarkan
O] (3) Penghitungan Wajib Pajak
(3] STPD APHTE/SKPDE KURANG mmwama
g KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Tongeal
= %:il mtmwd{hium;mnl‘mmmm % bordasariewn Peraturan KDH No -
—
C.4 dar ds DI
WA PAIARY PENYIE N ;-m.rmrmm?mm:mu "rm'rmmm n-lﬁw.mm
R Iy e ﬁ*ﬂ'ﬁf ) o
H dilad ol . Nomor Dokumen ¢ I—Lw
F;';-";.DN NOP PRB




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH Lembar 5

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Unmuk Bank Yang-
(SSPD - BPHTB] Ditunjul/Bendahura.
BERFUNGS! SEBAGA! SURAT PEMBERITAHUAN ORIEK PAJAK Penerima Sebagai Arsip

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANGKEP

PERHATIAN : Mmmmmmwmﬁwmmm
A 1. Nama Wajib Pajak

2. NPWP Juejues) 00 00 O

3. Alamat Wajib Pajak. |

4. Kelurghan/Desa S, - 5 RI‘;'EW .......... 6 luemu:mtan

7. Kabupaten/Kota R R R SRR 8-. Kode Pos............

B 1. Nomor Objek Pajak (NOF) PBB : J_—J I_[_l f[ T LI L_L._l_l
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